
BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BUOL
NOMOR  14"  TAHUN 2018

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BUOL NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG

PAJAK SARANG BURUNG WALET

DENGAN R A H M AT  TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

Menimbang

Mengingat

bahwa u n t u k  melaksanakan ketentuan Pasal 14
ayat (1) dan ayat  (2), Pasal 1 5  ayat (3), Pasal 16
ayat (4), Pasal 2 4  aya t  (2) d a n  aya t  (3), p e r l u
menetapkan Peraturan Bupat i  tentang Peraturan
Pelaksanaan a tas  Peraturan Daerah Kabupaten
Buol N o m o r  1 3  Ta h u n  2 0 1 3  t e n t a n g  P a j a k
Sarang Burung Walet;

1. Undang-Undang  Nomor 51 Ta h u n  1999 tentang
Pembentukan K a b u p a t e n  B u o l ,  K a b u p a t e n
Morowali d a n  Kabupa ten  Bangga i  Kepu lauan
(Lembaran N e g a r a  Ta h u n  1 9 9 9  N o m o r  1 7 9 ,
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia
Nomor 3900) sebagaimana telah d iubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Ta h u n  2000 tentang
Perubahan a t a s  U n d a n g - U n d a n g  R e p u b l i k
Indonesia N o m o r  5 1  T a h u n  1 9 9 9  Te n t a n g
Pembentukan K a b u p a t e n  B u o l ,  K a b u p a t e n
Morowali, d a n  Kabupa ten  Bangga i  Kepu lauan
(Lembaran Negara  R e p u b l i k  Indones ia  Ta h u n
2000 N o m o r  7 8 ,  t a m b a h a n  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang  Nomor 28 Ta h u n  2009 tentang
Pajak Daerah d a n  Retr ibusi  Daerah (Lembaran
Negara Republ ik  Indonesia Ta h u n  2009  Nomor
130, Ta m b a h a n  L e m b a r a n  N e g a r a  R e p u b l i k
Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang  Nomor 23 Ta h u n  2014 tentang
Pemerintahan D a e r a h  ( L e m b a r a n  N e g a r a
Republik Indones ia  Ta h u n  2 0 1 4  N o m o r  2 4 4 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana beberapa kal i  diubah,



terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
undang N o m o r  2 3  Ta h u n  2 0 1 4  t e n t a n g
Pemerintahan D a e r a h  ( L e m b a r a n  N e g a r a
Republik Indonesia Ta h u n  2 0 1 5  Nomor  5 8 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 5  Tahun  2016
tentang Ketentuan U m u m  d a n  Ta t a  C a r a
Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Ta h u n  2016  Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5950);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Buo l  Nomor 1 3
Tahun 2013 tentang Pajak Sarang Burung Walet
(Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buol
Nomor 49 Tahun 2013).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN B U P A T I  T E N TA N G  P E R AT U R A N
PELAKSANAAN A T A S  P E R AT U R A N  D A E R A H
KABUPATEN B U O L  N O M O R  1 3  TA H U N  2 0 1 3
TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah  adalah Daerah Kabupaten Buol.

2. B u p a t i  adalah Bupati Buol.

3. Perangkat Daerah adalah u n s u r  pembantu Bupa t i  d a n  Dewan
Perwakilan R a k y a t  D a e r a h  d a l a m  penyelenggaraan u r u s a n
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. B a d a n  adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, b a i k  y a n g  melakukan u s a h a  m a u p u n  y a n g  t i d a k
melakukan usaha  yang mel iput i  perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha m i l k  Negara (BUMN),
atau badan usaha mi l ik  daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik,
atau organisasi la innya,  lembaga d a n  b e n t u k  badan  la innya
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

5. Pa jak  Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan
dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

6. B u r u n g  Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu
collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan
collocalia linchi.
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7. Sub jek  Pa jak  ada lah  o rang  pr ibad i  a t a u  B a d a n  y a n g  d a p a t
dikenakan pajak.

8. Sub jek  Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan
yang melakukan pengambilan d a n / a t a u  pengusahaan sa rang
burung walet.

9. Wa j i b  Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar
pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak
dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

10 Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan
yang melakukan pengambilan dan /a tau  mengusahakan sarang
burung walet.

11. Masa Pajak adalah jangka waktu 1  (satu) bu lan kalender, yang
menjadi dasar bagi wajib pajak un tuk  menghitung, menyetor dan
melaporkan pajak yang terutang.

12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun
kalender, kecuali bi la wajib pajak menggunakan tahun buku yang
tidak sama dengan tahun kalender.

13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu
saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian
tahun p a j a k  sesua i  dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

14. Pemungutan a d a l a h  s u a t u  rangka ian  keg ia tan  m u l a i  d a n
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penetuan besarnya
pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib
pajak serta pengawasan penyetorannya.

15. Nomor Pokok Wa j ib  Pajak Daerah yang  selanjutnya disingkat
NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai
sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai
tanda pengenal din atau identitas wajib pajak dan usaha wajib pajak
dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.

16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SPTPD adalah s u r a t  yang  o leh wa j ib  pa jak  digunakan u n t u k
melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak
dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai
dengan ke ten tuan  pera turan  perundang-undangan perpajakan
dearah.

17. Surat Setor Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah
bukti pembayaran a tau  penyetoran pajak yang telah di lakukan
dengan menggunakan formulir  atau telah dilakukan dengan cara
lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh
Bupati.

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya
disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
besarnya j u m l a h  p o k o k  pa jak ,  j u m l a h  k r e d i t  pa jak ,  j u m l a h
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif
dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
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19. Surat Ketetapan Pa jak  Daerah Kurang Bayar  Tambahan yang
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah N ih i l  yang selanjutnya disingkat
SKPDN adalah sura t  ketetapan pajak yang menentukan jumlah
pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit atau pajak tidak
terutang dan tidak ada kredit pajak.

21. Surat Ketetapan Pa jak  Daerah Leb ih  Bayar,  y a n g  selanjutnya
disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredi t  pajak
lebih besar dan pada  pajak yang terutang atau seharusnya tidak
terutang.

22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda.

23. Surat Keputusan Pembetulan a d a l a h  s u r a t  keputusan y a n g
membetulkan kesalahan te r tu l i s ,  kesalahan h i t u n g  d a n / a t a u
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Sura t  Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar, Sura t  Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Lebih Bayar,  S u r a t  Tagihan Pa jak  Daerah, S u r a t  Keputusan
Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.

24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap Sura t  Ketetapan Pajak Daerah, Sura t  Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat  Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat  Ketetapan
Pajak Dae rah  L e b i h  B a y a r  a t a u  te rhadap pemotongan a t a u
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan wajib pajak.

25. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pa jak  a tas
banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh
Wajib Pajak.

26. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara
teratur un tuk  mengumpulkan data dan informasi keuangan yang
meliputi harta,  kewajiban, modal, penghasilan d a n  biaya, ser ta
jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang
ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan
laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

27. Pemeriksaan a d a l a h  serangkaian keg ia tan  mengh impun d a n
mengolah data,  keterangan, dan /a tau  b u k t i  yang dilaksanakan
secara ob jek t i f  d a n  professional berdassrkan s u a t u  s t anda r
pemeriksaan u n t u k  menguj i  kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan d a e r a h  d a n / a t a u  t u j u a n  l a i n  d a l a m  r a n g k a
melaksanakan k e t e n t u a n  p e r a t u r a n  pe rundang-undangan
perpajakan daerah.



(3)

28. Insentif pemungutan pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah
tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan sebagai
kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.

BAB II
PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN PELAPORAN OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu
Pendataan

Pasal 2

(1) Pendataan objek Pajak Sarang Burung Walet di lakukan dengan
memberikan formul ir  pendataan kepada setiap orang atau badan
yang melakukan kegiatan pengambilan dan /a tau  pengusahaan
sarang burung walet.

(2) Formul i r  pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima
dan h a r u s  d i i s i  d e n g a n  j e l a s ,  b e n a r  d a n  l e n g k a p  s e r t a
ditandatangani oleh orang atau badan yang melakukan kegiatan
pengambilan dan /a tau  pengusahaan sarang burung walet  a tau
kuasanya.

Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar
dan lengkap serta ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), orang atau badan selaku subjek pajak dapat didaftarkan untuk
menjadi wajib pajak daerah.

(4) Bentuk  dan format isian formulir pendataan sebagaimana tersebut
dalam Lampiran I  yang merupakan bagian t idak terpisahkan dan
Peraturan Bupati ini.

(3)

Bagian Kedua
Pendaftaran

Pasal 3

(1) Pendaftaran subjek pajak yang melakukan kegiatan pengambilan
dan/atau pengusahaan sarang burung walet sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2  ayat (3) menggunakan formulir pendaftaran kepada
Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan
daerah.

(2) Formul i r  pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) waj ib
diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh orang
atau b a d a n  y a n g  melakukan kegiatan pengambilan dan /a tau
pengusahaan s a r a n g  b u r u n g  w a l e t  a t a u  k u a s a n y a  dengan
melampirkan:

a. fotocopy identitas diri;
b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan
c. surat kuasa bermaterai cukup apabila pendaftaran dikuasakan

dengan disertai fotocopy identitas penerima kuasa.
Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
disampaikan ke Bidang Pendaftaran dan Penetapan BPPD, paling



lambat 7  (tujuh) har i  kerja sejak yang bersangkutan memperoleh
formulir pendaftaran.

(4) orang atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan dan/atau
pengusahaan sarang burung walet yang telah mendaftarkan atau
didaftarkan usahanya,  m a k a  Kepala  Perangkat Daerah  y a n g
membidangi u r u s a n  pendapatan  d a e r a h  menya takan  y a n g
bersangkutan menjadi wajib pajak dengan menerbitkan:
a. NPWPD ; dan
b. Surat  pengukuhan wajib pajak daerah

(1) Apabila orang atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan
dan/atau pengusahaan sarang burung walet t idak menyampaikan
formulir pendaftaran atau tidak menyampaikan formulir pendaftaran
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala
Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah
menerbitkan NPWPD dan  surat  pengukuhan waj ib pajak daerah
secara jabatan. B e n t u k  d a n  format  i s ian  fo rmul i r  pendaftaran
sebagaimana tersebut dalam Lampiran I I  yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN PENERBITAN

SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT DAN SKPDN

Bagian Kesatu
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Pasal 4

(1) Setiap waj ib  pajak, ha rus  mengisi SPTPD dengan benar, jelas,
lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya serta
menyampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan
pendapatan daerah.

(2) Formul i r  SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil
sendiri oleh wajib pajak di Bidang Pendaftaran dan Penetapan BPPD
dan/atau diperoleh melalui petugas yang ditunjuk.

(3) SPTPD memuat pelaporan nilai jual sarang burung walet.

(4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud aya t  (1) d i lakukan
paling lama tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.

Apabila batas waktu penyampaian SPTPD ja tuh pada har i  l ibur,
maka batas waktu penyampaian ja tuh  pada 1  (satu) ha r i  ker ja
berikutnya.

(6) Bentuk, fo rmat  is ian  fo rmul i r  d a n  t a t a  cara  pengisian SPTPD
sebagaimana tersebut dalam Lampiran II I  yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5)

Pasal 5

(1) Waj ib  pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4  diberikan teguran secara
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tertulis oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan
pendapatan daerah.

(3)

(3)

(2) SPTPD dianggap t idak disampaikan apabila t idak ditandatangani
oleh wajib pajak atau kuasanya.

Bentuk dan  format Surat  Teguran sebagaimana tersebut dalam
Lampiran I V  y a n g  merupakan bag ian  t i d a k  terpisahkan d a r i
Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN

Pasal 6

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak
Sarang Burung Walet, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi
urusan pendapatan daerah dapat Menerbitkan :

a. SKPDKB dalam hal :

1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain
atau hasi l  pemeriksaan SPTPD ternyata t idak benar, Pajak
Sarang Burung Walet yang terutang tidak atau kurang dibayar;

2. apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD kepada Kepala
Perangkat Daerah  y a n g  membidangi u r u s a n  pendapatan
daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara
tertulis; atau

3. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak Sarang
Burung Walet yang terutang dihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT apabila telah diterbitkan SKPDKB, ditemukan data baru
dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan
penambahan jumlah Pajak Sarang Burung Walet yang terutang;
dan

c. SKPDN apabila jumlah Pajak Sarang Burung Walet yang terutang
sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak Sarang Burung Walet
atau Pajak Sarang Burung Walet t idak terutang dan t idak ada
kredit pajak.

(2) Jumlah kekurangan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang
dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  a angka
1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar
2% (dua persen) sebulan dihitung dari sarang burung walet yang
kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya
Pajak Sarang Burung Walet.

Jumlah kekurangan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang
dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) h u r u f  b
dikenakan sanksi administrative berupa kenaikan 100% (seratus
persen) d a r i  j u m l a h  kekurangan Pa jak  Sarang Bu rung  Wale t
tersebut.
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(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika
wajib p a j a k  melaporkan send i r i  sebelum d i lakukan  t i ndakan
pemeriksaan.

Jumlah Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dalam SKPDKB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hu ru f  a angka 3 dikenakan
sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima
persen) dar i  pokok Pajak Sarang Burung Walet ditambah sanksi
administratif berupa bunga  sebesar 2 %  ( d u a  persen) sebulan
dihitung dari Pajak Sarang Burung Walet yang kurang dibayar atau
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak Sarang Burung
Walet.

(5)

(6) Bentuk d a n  i s i  SKPDKB, SKPDKBT d a n  SKPDN sebagaimana
tersebut d a l a m  Lamp i ran  V  y a n g  merupakan bag ian  t i d a k
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

(1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan
daerah dapat menerbitkan STPD jika :

a. Pajak Sarang Burung Walet dalam tahun berjalan t idak atau
kurang dibayar;

b. dar i  hasi l  penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran
sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan

c. waj ib  p a j a k  d ikenakan sanks i  administ rat i f  berupa b u n g a
dan/atau denda.

(2) Jumlah  kekurangan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang
dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  a dan huruf
b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2%
(dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima
belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak Sarang Burung Walet.

(3) Bentuk dan isi STPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
MASA PAJAK

Pasal 8

Masa Pajak Sarang Burung Walet adalah jangka waktu 1 (satu) bulan
kalender yang menjadi dasar bagi  waj ib  pa jak  u n t u k  menghitung,
menyetor dan melaporkan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang.
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BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PEMBAYARAN

ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN, DAN PENAGIHAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 9

(1) Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dilarang diborongkan.

(2) Waj ib p a j a k  menghi tung,  memperhitungkan, membayar  d a n
melaporkan sendir i  Pajak Sarang Burung  Walet  yang terutang
dengan menggunakan SPTPD.

Apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD, maka Pajak Sarang
Burung Walet yang terutang dibayar dengan menggunakan SKPDKB
dan/atau SKPDKBT.

(3)

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 10

(1) Pembayaran d a n  penyetoran Pajak Sarang Burung  Walet  yang
terutang oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan
lunas d i  Kas Daerah dengan menggunakan Surat  Setoran Pajak
Daerah.

(2) Ja tuh  tempo pembayaran dan  penyetoran Pajak Sarang Burung
Walet yang terutang berdasarkan SPTPD pada tanggal 28 (dua puluh
delapan) setiap bulan.

SKPDKB, S K P D K B T,  S T P D ,  d a n  P u t u s a n  B a n d i n g ,  y a n g
menyebabkan j um lah  Pajak Sarang Burung  Walet  yang ha rus
dibayar bertambah merupakan dasar  penagihan Pa jak  Sarang
Burung Walet dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1
(satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

(4) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dibayar melalui Bank
Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Cabang Buo l  d a n  u n i t
kerjanya yang ada di wilayah daerah untuk disetorkan ke Rekening
Kas Daerah atau melalui bendahara penerimaan Perangkat Daerah
yang membidangi urusan pendapatan daerah.

Apabila pembayaran oleh waj ib pajak atau kuasanya di lakukan
melalui bendahara penerimaan, maka dalam jangka waktu paling
lama 1 (satu) har i  kerja berikutnya, bendahara penerimaan harus
menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

(6) Apabila batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) jatuh pada hari l ibur, maka batas waktu penyetoran jatuh pada
hari kerja berikutnya.

(3)

(5)

(7) Bentuk dan format SSPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.
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Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

Sarang Burung Walet

Pasal 11

Tata cara pembayaran angsuran dan  penundaan pembayaran Pajak
Sarang Burung Walet terutang dilakukan sebagai berikut :

a. w a j i b  pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran
maupun menunda pembayaran Pajak Sarang Burung Walet harus
mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Perangkat
Daerah y a n g  membidangi u r u s a n  pendapatan daerah dengan
disertai alasan yang  jelas d a n  melampirkan fotocopy SKPDKB,
SKPDKBT, S T P D ,  d a n  P u t u s a n  B a n d i n g  y a n g  d i a j u k a n
permohonannya;

b. permohonan sebagaimana dimaksud h u r u f  a  harus melampirkan
rincian utang Pajak Sarang Burung Walet pada tahun pajak yang
bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima
Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan
daerah paling lama 7 (tujuh) har i  kerja sejak diterbitkan SKPDKB,
SKPDKBT, S T P D ,  d a n  P u t u s a n  B a n d i n g  y a n g  d i a j u k a n
permohonannya;

c. permohonan pembayaran secara angsuran maupun  penundaan
pembayaran y a n g  d i se tu ju i  K e p a l a  Perangkat  D a e r a h  y a n g
membidangi u r u s a n  pendapatan  d a e r a h  d i t uangkan  d a l a m
Keputusan yang  dikeluarkan setelah terlebih dahu lu  mendapat
telaahan dari Kepala Bidang yang membidangi urusan penagihan;

d. pemberian angsuran tidal( menunda kewajiban wajib pajak untuk
melaksanakan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet terutang
dalam masa pajak berjalan;

e. penundaan pembayaran diberikan pa l ing l ama 1  (satu) bu lan,
terhitung mu la i  j a t u h  tempo pembayaran yang  termuat  da lam
SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding kecuali ditetapkan
lain o l eh  Kepala Perangkat Daerah y a n g  membidangi u rusan
pendapatan daerah;

f. pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang
disetujui Kepa la  Perangkat Daerah y a n g  membidangi u r u s a n
pendapatan daerah dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen);

g. perh i tungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:

1. perhitungan untuk bunga dikenakan hanya terdapat jumlah sisa
angsuran;

2. pokok Pa jak  Sarang B u r u n g  Wa le t  angsuran ada lah  h a s i l
pembagian antara jumlah Pajak Sarang Burung Walet terutang
yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;

3. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan
bunga sebesar 2% (dua persen); dan
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4. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok
Pajak Sarang Burung Walet angsuran ditambah dengan bunga
sebesar 2% (dua persen).

h. perhi tungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:

1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah Pajak
Sarang Burung Walet terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian
antara bunga 2 %  (dua persen) dengan jumlah Pajak Sarang
Burung Walet terutang yang ditunda;

2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang
Pajak Sarang Burung  Walet  yang d i tunda di tambah dengan
jumlah bunga 2% (dua persen) sebulan; dan

3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat
pada saat ja tuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan
tidak dapat diangsur.

i. t e r h a d a p  w a j i b  p a j a k  y a n g  t e l a h  mengajukan permohonan
pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan
penundaan pembayaran untuk Pajak Sarang Burung Walet terutang
yang sama.

Bagia Keempat
Tata Cara Penagihan

Pasal 12

(1) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang berdasarkan SKPDKB,
SKPDKBT, STPD, dan  Putusan Banding yang t idak atau kurang
dibayar oleh wajib pajak pada waktunya ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Penagihan Pa jak  Sarang B u r u n g  Wa le t  dengan S u r a t  Paksa
dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK

Pasal 13

(1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan
daerah berdasarkan permohonan waj ib pajak dapat memberikan
pengurangan a tau keringanan Pajak Sarang Burung Walet yang
terutang.

(2) Besarnya pemberian pengurangan atau keringanan Pajak Sarang
Burung Walet  yang terutang ditetapkan o leh Kepala Perangkat
Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah.

(3) Pemberian pengurangan a tau  keringanan Pajak Sarang Burung
Walet terutang paling banyak 25% (dua puluh lima persen).

(4) Ta ta  cara pemberian pengurangan atau keringanan Pajak Sarang
Burung Walet yang terutang diatur sebagai berikut :

a. permohonan pengurangan atau keringanan Pajak Sarang Burung
Walet yang terutang disampaikan secara tertulis dalam Bahasa
Indonesia kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi
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urusan pendapatan daerah disertai dengan alasan yang jelas dan
dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan fotocopy KTP
dan SPTPD dan apabila dikuasakan waj ib melampirkan surat
kuasa bermeterai dan fotocopy KTP penerima kuasa;

b berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf  a,
Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan
daerah melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan
atau keringanan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang;

c. apabila alasan permohonan pengurangan atau keringanan Pajak
Sarang Burung Walet yang terutang dikabulkan, maka Kepala
Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah
menerbitkan keputusan pengurangan a t a u  keringanan Pajak
Sarang Burung Walet yang terutang;

d. apabila permohonan pengurangan atau keringanan Pajak Sarang
Burung Walet yang terutang ditolak, Kepala Perangkat Daerah
yang m e m b i d a n g i  u r u s a n  p e n d a p a t a n  d a e r a h  h a r u s
memberitahukan k e p a d a  w a j i b  p a j a k  d i s e r t a i  a l a s a n
penolakannya; dan

e. keputusan pemberian pengurangan a t a u  ker inganan Pa jak
Sarang Burung Walet yang terutang harus disampaikan kepada
wajib pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan
diterima.

(5) Bentuk dan isi keputusan pemberian pengurangan atau keringanan
Pajak Sarang Burung Walet yang terutang sebagaimana tersebut
dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN

PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 14

(1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan
daerah d a p a t  mengurangkan  a t a u  menghapuskan  s a n k s i
administratif berupa bunga, denda, d a n  kenaikan Pajak Sarang
Burung Walet yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan
karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

(2) Pengurangan atau Penghapusan sanksi administratif berupa bunga,
denda dan  kenaikan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang
dilakukan terhadap sanksi administratif yang terdapat dalam STPD,
SKPDKB atau SKPDKBT.

(3) Tata ca ra  pengurangan a tau  penghapusan sanks i  administrat i f
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :

a. waj ib pa jak  mengajukan permohonan secara ter tu l is  da lam
bahasa Indonesia kepada  Kepa la  Perangkat Daerah  y a n g



g.

membidangi urusan pendapatan daerah dengan alasan yang jelas
dengan melampirkan fotocopy KTP dan fotocopy STPD, SKPDKB
atau SKPDKBT dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan
STPD, SKPDKB a t a u  SKPDKBT, apab i la  dikuasakan w a j i b
melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotocopy KTP penerima
kuasa;

b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf  a,
Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan
daerah menunjuk Bidang yang membidangi urusan penagihan
untuk melakukan pengkajian dan penelitian;

c. has i l  pengkajian d a n  penelit ian disampaikan kepada Kepala
Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah
sebagai dasar untuk memberikan keputusan;

d. keputusan pemberian pengurangan a tau  penghapusan sanksi
administratif, ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang
membidangi urusan pendapatan daerah;

e. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah menerima
permohonan sebagaimana d imaksud p a d a  h u r u f  a ,  Kepala
Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah
harus memberikan keputusan berupa dikabulkan atau ditolak.

f. apabi la  setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana
dimaksud p a d a  h u r u f  e ,  Kepa la  Perangkat Daerah  y a n g
membidangi u r u s a n  pendapatan daerah be lum memberikan
keputusan, m a k a  permohonan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dianggap dikabulkan; dan

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan
daerah menyampaikan l a p o r a n  k e p a d a  B u p a t i  t e r h a d a p
keputusan pemberian pengurangan a tau  penghapusan sanksi
administratif.

(4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Perangkat Daerah yang
membidangi urusan pendapatan daerah :

a. memberitahukan k e p a d a  w a j i b  p a j a k  d i s e r t a i  a l a s a n
penolakannya, atau;

b. memerintahkan kepada wa j ib  pa jak  u n t u k  membayar Pajak
Sarang Burung Walet yang terutang beserta sanksi administratif
dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Terhadap permohonan y a n g  d isetu ju i ,  a t a u  k a r e n a  j aba tan
berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Perangkat Daerah
yang membidangi urusan pendapatan daerah mengurangkan atau
menghapus sanks i  administrasi d a n  memberikan catatan a tau
perbaikan pada STPD, SKPDKB dan SKPDKBT.

(6) Waj ib  pajak melakukan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet
paling lama 7  (tujuh) h a r i  ker ja sejak disetujuinya permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(5)
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Bagian Kedua
Pembetulan, Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Sarang

Burung Walet

Pasal 15

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah
berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, dapat
membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB
yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan
hitung dan /a tau  kekel i ruan penerapan ketentuan ter tentu  da lam
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 16

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah
karena jabatannya atau berdasarkan permohonanan wajib pajak dapat :

a. mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD,
SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;

b. mengurangkan atau membatalkan STPD; dan

c. membatalkan h a s i l  pemeriksaan a t a s  ketetapan Pa jak  Sarang
Burung Walet  yang dilaksanakan a tau  diterbitkan t i dak  sesuai
dengan tata cara yang ditentukan.

Pasal 17

(1) Pengurangan atau pembatalan Pajak Sarang Burung Walet yang
terutang atas dasar permohonan wajib pajak diatur sebagai berikut :

a. waj ib pa jak  mengajukan permohonan secara ter tu l is  da lam
bahasa Indonesia kepada  Kepa la  Perangkat Daerah  y a n g
membidangi urusan pendapatan daerah dalam jaangka waktu 7
(tujuh) h a r i  ker ja  sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau
STPD, SKPDN atau SKPDLB;

b. surat  permohonan wajib pajak didukung oleh fakta baru yang
meyakinkan;

c. dalam s u r a t  permohonan w a j i b  p a j a k  h a r u s  d i lampi rkan
dokumen berupa fotocopy :

1. identitas d i r i  y a n g  sah /KTP,  apab i la  d ikuasakan w a j i b
melampirkan s u r a t  k u a s a  bermaterai d a n  fotocopy K T P
penerima kuasa;

2. SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang
diajukan permohonannya; dan

3. alasan yang mendukung diajukannya permohonan.

(2) Pengajuan permohonan  y a n g  t i d a k  m e m e n u h i  persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), t idak dapat dipertimbangkan
dan berkas permohonan dikembalikan kepada wajib pajak.

(3) Pengurangan a tau  pembatalan ketetapan Pajak Sarang Burung
Walet karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Perangkat
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Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah atau atas usul
Kepala Bidang yang membidangi urusan penagihan berdasarkan
pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

Pasal 18

(1) A tas  dasar permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 7  a t a u  karena jabatan, Kepala Perangkat Daerah yang
membidangi urusan pendapatan daerah meminta Kepala Bidang
yang membidangi urusan penagihan untuk membahas pengurangan
atau pembatalan ketetapan Pajak Sarang Burung Walet.

(2) Hasi l  pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan
dengan melampirkan telaah pertimbangan atas pengurangan atau
pembatalan ketetapan Pajak Sarang Burung Walet.

(3) Berdasarkan laporan Kepala Bidang yang  membidangi u rusan
penagihan d a n  telaahan pertimbangan a tas  pengurangan a t a u
pembatalan ketetapan Pajak Sarang Burung Walet, Kepala Perangkat
Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah memberikan
keputusan.

(4) Kepala Bidang yang membidangi u rusan penagihan melakukan
proses penerbitan keputusan yang berupa keputusan pengurangan
atau pembatalan ketetapan Pajak  Sarang Bu rung  Wale t  a t au
keputusan penolakan pengurangan a t a u  pembatalan ketetapan
Pajak Sarang Burung Walet.

Pasal 19

Setelah di terbi tkannya Keputusan pengurangan a t a u  pembatalan
ketetapan Pajak Sarang Burung Walet, Kepala Bidang yang membidangi
urusan Pendaftaran dan Penetapan segera :

a. melakukan pembatalan ketetapan Pajak Sarang Burung Walet yang
lama a tau  memberikan catatan a tau  perbaikan pada SKPDKB,
SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB; dan

b. memerintahkan kepada wajib pajak melakukan pembayaran Pajak
Sarang Burung Walet yang terutang paling lama 7 (tujuh) hari kerja
setelah diterimanya keputusan.

BAB IX
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu
Pembukuan

Pasal 20

(1) Setiap waj ib pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling
sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib
menyelenggarakan pembukuan.

(2) Ta ta  cara pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
lebih lanjut sebagai berikut:
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a. pembukuan seku rang -ku rangnya  m e m u a t  p e m a s u k a n ,
pengeluaran dan saldo;

(5)

b. pembukuan diselenggarakan secara  kronologis berdasarkan
urutan waktu;

c. apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat/lokasi
pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet, maka
pembukuan dilakukan secara terpisah;

d. pembukuan d idukung dengan dokumen l a i n  sehingga dapat
diketahui n i la i  j ua l  sarang burung walet yang menjadi dasar
pengenaan Pajak Sarang Burung Walet;

e. neraca; dan

f. laporan rugi laba perusahaan.

(3) Setiap wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet dibawah Rp
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun dapat melakukan
rekapitulasi nilai jual sarang burung walet yang dapat menjadi dasar
untuk menghitung besarnya Pajak Sarang Burung  Walet  yang
terutang.

(4) Ta ta  cara waj ib pa jak  melakukan rekapitulasi n i la i  j ua l  sarang
burung walet, adalah sebagai berikut :

a. menyelenggarakan rekap i tu las i  t e n t a n g  pendapa tan  a t a u
penjualan s a r a n g  b u r u n g  w a l e t  s e c a r a  b r u t t o  keg ia tan
pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet;

b. rekapitulasi diselenggarakan secara  kronologis berdasarkan
urutan waktu;

c. apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat/lokasi
pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet, maka
rekapitulasi dilakukan secara terpisah; dan

d. rekapitulasi dapat  d idukung dengan dokumen l a i n  sehingga
dapat diketahui nilai jual sarang burung walet.

Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan
dengan sebaik-baiknya d a n  h a r u s  mencerminkan k e g i a t a n
pengambilan d a n / a t a u  pengusahaan s a r a n g  b u r u n g  w a l e t
sebenarnya.

Pasal 21

(1) Pembukuan sebagaimana dimaksud da lam Pasal 2 0  d i lakukan
dengan tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan
yang berlaku.

(2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan
dasar un tuk  menghitung atau mengetahui besarnya Pajak Sarang
Burung Walet yang terutang.

(3) Pembukuan atau pencatatan serta rekapitulasi serta dokumen lain
yang berhubungan d e n g a n  keg ia tan  pengambi lan d a n / a t a u
pengusahaan sarang burung walet dari wajib pajak disimpan selama
5 (lima) tahun.
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(1) Dalam rangka pemeriksaan Pajak Sarang Burung Walet, Kepala
Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah
berwenang melakukan pemeriksaan u n t u k  menguj i  kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tu juan la in dalam
rangka melaksanakan peraturan daerah tentang Pajak Sarang
Burung Walet.

(2) U n t u k  keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi
dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan
serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.

Wajib p a j a k  y a n g  diper iksa t i d a k  memenuhi  kewajiban y a n g
menyebabkan pe tugas  pemer iksa m e n e m u i  kesu l i t an  d a l a m
menghitung nilai jual sarang burung walet, maka untuk pengenaan
besarnya Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dapat dilakukan
dengan metode penghitungan laporan omzet  a t a u  penerimaan
tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(4) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Bupati berdasarkan
permohonan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan
pendapatan daerah dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten Buol
untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.

Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala
Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah
dapat meminta bantuan pengamanan dar i  aparat Kepolisian atau
instansi yang terkait.

(6) Apabila d a l a m  pengungkapan pembukuan,  pencata tan  a t a u
dokumen serta keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksa
pajak d a n  w a j i b  p a j a k  t e r i ka t  o l e h  s u a t u  kewaj iban u n t u k
merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan i tu ditiadakan
untuk keperluan pemeriksaan.

Bagian Kedua
Pemeriksaan

Pasal 22

(3)

(5)

BAB X
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

(1) Tu juan pemberian insentif untuk peningkatan :

a. semangat kerja bagi pejabat, pegawai atau pihak yang terlibat
dalam pemungutan Pajak Sarang Burung Walet;

b. pendapatan ash daerah; dan

c. pelayanan kepada masyarakat.
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(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan
setiap t r iwu lan  sesuai  dengan pencapaian k iner ja  yang  te lah
ditentukan.

(3) Besarnya insent i f  ditetapkan da lam Anggaran Pendapatan d a n
Belanja Daerah t ahun  berjalan dan rencana penerimaan Pajak
Sarang Burung Walet.

BAB XI
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 24

(1) Atas  kelebihan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet, wajib pajak
dapat m e n g a j u k a n  p e r m o h o n a n  pengemba l i an  k e l e b i h a n
pembayaran kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi
urusan pendapatan daerah.

(2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi
apabila :

a. Pajak Sarang Burung Walet yang dibayar ternyata lebih besar
dari yang seharusnya terutang; atau

b. di lakukan pembayaran P a j a k  Sarang  B u r u n g  Wa l e t  y a n g
seharusnya tidak terutang.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
persyaratan:

a. permohonan diajukan secara tertul is dalam bahasa Indonesia
dengan m e n c a n t u m k a n  b e s a r n y a  pengemba l i an  y a n g
dimohonkan disertai alasan yang jelas;

b. permohonan d i lamp i r i  fotocopy ident i tas w a j i b  p a j a k  a t a u
fotocopy identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;

c. permohonan d i l amp i r i  dengan  fotocopy SPTPD d a n  b u k t i
pembayaran yang sah; dan

d. surat  permohonan ditandatangani oleh wajip pajak, dalam ha l
ditandatangani oleh bukan waj ib pajak harus di lampiri  surat
kuasa bermeterai cukup.

Permohonan pengembalian y a n g  t i d a k  memenuhi  persyaratan
sebagaimana dimaksud pada  aya t  (3) dianggap b u k a n  sebagai
permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Berdasarkan h a s i l  pemer iksaan  a t a u  p e n e l i t i a n  t e r h a d a p
permohonan pengembalian sebagai dimaksud pada ayat (1), dalam
jangka waktu  pal ing lama 1 2  (dua  belas) bu lan,  sejak tanggal
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak
Sarang Burung Walet, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi
urusan pendapatan daerah harus memberikan keputusan dengan
menerbitkan SKPDLB.

(6) Apabila j angka  w a k t u  sebagaimana d imaksud p a d a  a y a t  ( 5 )
terlampaui dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan
pendapatan d a e r a h  t i d a k  m e m b e r i k a n  s u a t u  k e p u t u s a n ,
permohonan pengembalian pembayaran Pajak Sarang Burung Walet
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dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka
waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(7) Apabila waj ib  pajak mempunyai u tang pajak lainnya, kelebihan
pembayaran Pajak Sarang Burung Walet langsung diperhitungkan
untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.

(8) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2  (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKPDLB.

(9) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Sarang Burung
Walet di lakukan setelah lewat 2  (dua) bulan,  Kepala Perangkat
Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah memberikan
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet.

Pasal 25

(1) Dalam h a l  wa j i b  pa jak  t i d a k  mempunyai u t a n g  pajak,  m a k a
pengembalian P a j a k  Sarang B u r u n g  Wa le t  d i lakukan dengan
menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan
pembayaran Pajak Sarang Burung Walet.

(2) SP2D a tas  kelebihan pembayaran Pajak Sarang Burung  Walet
dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak
dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.

(3) SP2D a tas  kelebihan pembayaran Pajak Sarang Burung  Walet
tahun- tahun  sebelumnya yang telah di tutup,  dibebankan pada
mata anggaran tak terduga.

BAB XII
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN

Pasal 26

(1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak
Sarang Burung Walet ditugaskan kepada Perangkat Daerah yang
membidangi urusan pendapatan.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Daerah yang membidangi
urusan pendapatan daerah dapat bekerja sama dengan Perangkat
Daerah yang membidangi Perijinan, Satuan Polisi Pamong Praja,
Kecamatan atau lembaga lain terkait.
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BAB X I I I
KETENTUAN PENUTUP

PARAF KOORDINASI
PEJA6AT PARAF
B A G j A N
H U K U M

:3-fAF AHLI BUPA,
B1DANG HUKWil

DAN POultil

4MIS INf t I
. .

Pasal 27

Peraturan Bupat i  in i  mulai  berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar s e t i a p  o r a n g  mengetahu inya ,  m e m e r i n t a h k a n  pengundangan
Peraturan B u p a t i  i n i  dengan  penempatannya  d a l a m  B e r i t a  Dae rah
Kabupaten Buol.

Diundangkan di Buol
pad ' t  ,  I s  W I  2 0 1 8

SEK A R I S  1  R A H  KABUPATEN BUOL

Ditetapkan di Buol
pada tanggal , IS I  2 0 1 8

BUPATI BUOL

UDIN RAUF

ABD. HAMID L U N T

BERITA DAERAH U P A T  N  BUOL TAHUN 2018 NOMOR
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hOMOR .......... TAM h 2018
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A. Bentuk Swat K etetapan Pajak Dumb Kurarg 5a r  iSKPDX5)

KOP DI'1AS

SURAT K ETETAPAN PAJAK DAERA.11 KURA NG BAYAR
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5e•: asal an Pratw an Daran Kabudater Bub Pickenor 13 Tabun 2013 tenting Pajak Sating Strung Wa e:
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:a" I Ketetapan Pajak Daerat• 1, 'SKPD!,
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3S3'.• a" ;e•at van Dayah Kabupaten buo Noma 13 Tahun 2013 terta-g ;a; ak Sa'a•g 5 6•Lng Waiet
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A amat
Da' Pemenisaan tersebut di atas, jumah yang masili haws Obi fa' a:a r  ie:aga la r lu t  :

Pokok pkak yang hares dbayar
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5 is."3"?. D bays' (14;
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LAWMAN VII
PERATURAN 5u PATI BUOL
N OMOR .......... TAKUN 2O15
TANGG AL _  2018

. ,_ - U R A I A N BESA: SETCRAN

.. — a• SE:: • 3"

5entuk Surat Setoran Pajak Daras• !SS::

PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
BADAN PENGELOEAAN PENDAPATAN DAERAH

Ali1Mat : ft. Al1411Ipli • MP. Autk Po.$ 94503

SURAT SETOR AN PAJAK DAERAli(SSPD)
1. Narna Wait Pap* :
2. A  amat
3. NPWPD
4. i r i s  Palak
S. Pi MU Cbjek
6. Masa Pajak
7. TahunPajak
5 Seto-an (bee tanda X pada sa ah satu kotak dbawah nil

Masa 3 .  a  ̂ T a h u n
SXPDK5
SK PDK 5T
STPD

5esa Se•.:•a•

rg  m t s r
-eg ster

1.
2.
3.

5.

D.trfra c e •
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Lrtt* Wa b •aat
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LAWMAN AI
PERATURAN SUPATI 5UOL
NOMOR T A H U N  2015
TANGG AL . . . . .  . 2 0 1 5

Bentuk SumtKeputusan Pervurongc^ ocjak Saratv Burling Walet

(KOPDNAS)

KEPUTUSAN K EPA LA BA DAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DA ERA h
KABUPATEN B U M

TEN TAN G
PENISER IAN P ENG URANGAN PAJAK SARANG WRUNG WALET YANG TERUTANG

Kept 2 5ackan,
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.teng.-angari pa at Saar;   E -  - - ;  a e t  — t -

-tla Pat/t; di tvetaoat " I -  • - :  a asa 6 - a  nepc an
sa-nya Pa.aw Sa -a e; e t  ' a . ;  te -.tang

t t o  hrd a be -Casa n  pe t a n g  an se tag a Tana 8 .n a r364 pada hvwf
a t e  -  e  net asara hs(epAusan Ke pa a 5a elan Pe ndapata n Dee rah
k a h .=  to n 54.1a to net

Veil;  np t  t L . - s  Dae  -a h 'Cala...tater 5..c. a -  13 'a hi.n 202  testa'';
Sa -a eg W a t t

2. P e - a y. - a n  t -  t e n t a e r - a t a  Ca-a
'a a( Sa -a -e % C a s t

p e -  h a t  t a n  S 6 - 3 1  p r .  -  3 . . . a s . ;  9.••• : 3 . 3 *  3 ' 3  5 1 - - 6 n g  f 4 a  e t  3 1 3 9

ta%Ga l a  et, t te- -*a e ;waap co•eh 5adar pefle -
:'en-tatatan Dae-as Rata taegp

'et."...51a%
Menetapon l e P U T U S A  S A D A  n\G.f.-0.-AaVt PET.DA:A-A% DA K A S L . I PAT £ \  E

VerAti-G PEYf!..1 Att % . ; ‘ , Z A %GA'. DA.A it SA ZA\G -  G  A.T. '  YANG "E Z.:PANG.

Ye t J  e .  s p a "  • 1 Pe O r Y a r t  S a  S t e j i  W a l t
i-a •  - t a r ;  • r e p 6 9 1 3  %Id a,  5  P a  9

%a %0.a  b  Pa.ag
.1 a—

A a-,-at
fesa-rya =ee;--aega-
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